
BUPATITULUNGAGUNG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 

NOMOR 30 TAHON 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHON 2015 TENTANG 

PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

"TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITULUNGAGUNG, 

bahwa untuk teIWUjudnya penyelenggaraan pelayanan air 

minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

"Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung khususnya 

yang terkait dengan penanganan kebocoran air, maka perlu 

merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3046); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem 

Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air 

Minum pada PDAM; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya 

Agung" Kabupaten Tulungagung; 

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

"Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 

2015 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN 

TULUNGAGUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta 

Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Pera tu ran Bu pati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 

5 . Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung. 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten 

Tulungagung. 

7 . Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagung. 

8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air 

yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air 

permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi 

baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. 

9. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non 

rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 

meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau 

sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya 

air. 

11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah 

tanah/ aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah. 
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12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah. 

13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

dibawah permukaan tanah. 

14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan 

dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan 

mendistribusikan air minum untuk masyarakat. 

15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan 

penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA). 

16. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber 

mata air, sumur-sumur atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke 

reservoir (bak penampungan air). 

17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir (bak 

penampungan) yang disalurkan kepada pelanggan. 

18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa 

distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air. 

19. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa 

dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik 

pengambilan (taping) ke sambungan rumah. 

20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang 

terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air. 

21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau 

badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuru dengan bukti 

kepemilikan tanah. 

22 . Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian rur oleh 

pelanggan dalam satuan waktu. 

23. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang 

untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat. 

24. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke 

pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air 

oleh pelanggan darijaringan perpipaan. 

25. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang 

menggunakan jasa pelayanan air min um dari PDAM. 

26. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan 

yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air 

PDAM/pemakaian air O m 3 (nol meter kubik). 

27. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar 

pelanggan. 

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
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koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

29. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah 

sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam 

sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat 

dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis. 

30. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) 

yang harus dibayar oleh pelanggan. 

31. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh 

pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya 

tetap. 
32. Kebocoran air adalah selisih jumlah air yang di produksi dengan jumlah 

air yang terj ual / terekening dalam M3. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan air min um PDAM wajib : 

a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal; 

b. menyediakan kebutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu 

lx24 jam keluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat 

dipenuhi PDAM; 

c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan 

memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, kecuali dalam 

keadaan memaksa (force majeure); 

d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit 

setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air 

mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan 

penggan tian meter air; 

e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan 

hambatan pelayanan; 

f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum; 

g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan; 

h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas 

pendistribusian; dan 

i. melakukan perbaikan jalan dan/ atau fasilitas umum yang 

kerusakannya diakibatkan dari penggalian sambungan pipa PDAM. 

j. Melaksanakan penanganan kebocoran air, baik kebocoran fisik 

maupun non fisik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan kebocoran 

air, baik kebocoran fisik maupun non fisik diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Direktur. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tulungagung. 

Diundan an di Tulungagung 
pada t ggal 29 Mei 201 7 
SEKR TA DAERAH 

Ir. INDRA FAU 
Pembina Utama M dya 
NIP. 19590919 199 3 1 006 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal 29 Mei 201 7 

BUPA I TULUNGAGUNG, fa 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2017 Nomor 31 


